Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat :

1. Menghadapi Ketidak-untungan (ketimpangan) Struktural
Kekerasan terhadap kelas sosial, gender dan etnis telah menjadi pusat dalam pembahasan ttg ketidak untungan/ketimpangan stuktural. Untuk itu semua, diperlukan satu kesadaran yang tanggap, yaitu kesadaran yang benar-benar lahir dan sensitivitas atas penmasalahan tersebut. Seperti kita ketahui bahwa bentuk kekerasan terhadap gender, kelas sosial maupun etnis bisa dilakukan dalam suatu media, sistem pendidikan, struktur organisasi, bahasa, ekonomi, ikian dan lain sebagainya. Perlu juga disini kekritisan masyarakat akan latarbelakang dirinya, berdasarkan atas jenis kelamin, status di masyarakat dsb.

Bentuk kekerasan yang lain terjadi pada unsur seksualitas, ketidakmampuan ,dan usia-usia tertentu yang disini tidak hanya terjadi pada status di masyarakat etnis, seperti disebutkan di atas, Ini perlu diperhatikan mengingat semuanya akan membantu terutama dalam upaya memastikan bahwa pembangunan sosial kemasyarakatan yang dilakukan dapat tnengkounter atau mengatasi permasalahan tersebut.

Struktur dan proses pembangunan sosial kemasyarakatan umumnya riskan terhadap terjadinya penyimpangan berupa tindakan kekerasan yang umumnya terjadi atas hal-hal seperti, tidak adanya toleransi dalam melakukan rapat di mana ada sebagian orang yang pada saat itu berhalangan hadir karena rutinitas mereka, tidak menyediakan terjemahan bagi mereka yang tidak paham atas satu kejadian dsb.

Akan sangat baik kemudian, jika pembangunan sosial kemasyarakatan senantiasa memperhatikan kelas, gender, etnis, usia, kemampuan dan jenis kelamin. Sementara itu ada semacam tindakan kekerasan atau ketidakuntungan dari dimensi ini yang akan berakibat pada ketidakmampuan untuk mencapai target yang dimaksud. Untuk mengatasi itu semua, setiap program pembangunan sosial kemasyarakatan hendaknya memperhatikan hal-hal seperti pemberian kesempatan yang sama, pembedaan yang positif, pendidikan dan sebagainya yang dapat meminimalisir gap atau perbedaan di dalam masyarakat.

2. Hak Asasi Manusia
Pemahaman menjadikan hak asasi sebagai sesuatu yang sangat penting dan menjadi fundamen dalam setiap pembangunan sosial kemasyarakatan adalah langkah awal yang dapat menciptakan tercipta serta terjaminnya upaya pembangunan sosial kemasyarakatan tersebut. Kita lihat negara Australia sebagai contoh. Australia secara institusi tidak memiliki apa yang kita sebut sebagai undang​-undang hak asasi manusia (HAM). Namun negara tersebut aktif dalam setiap hal atau bahkan konferensi dunia yang membahas tentang hak asasi manusia tersebut. Deklarasi terhadap hak asasi manusia telah memberikan definisi yang jelas tentang apa itu hak asasi manusia dan bagaimana kita menjadikannya sebagai sesuatu yang fundamental di dalam masayarakat. Oleh karena itu, adalah hal yang sangat baik dan merupakan langkah yang cemerlang ketika setiap upaya pembangunan sosial kemasyarakatan senantiasa mampu dan mau memperhatikan unsur yang sangat penting ini hak asasi manusia.

Hak asasi manusia merupakan hal yang sangat penting dilihat jika dari setiap aspek baik negatif maupun positif. Aspek atau sens negatif adalah upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia itu sendiri dan positif berupa promosi terhadap hak asasi manusia tersebut. Dalam sensnya yang negatif, sangat perlu sekali bagi setiap program pembangunan sosial kemasyarakatan untuk senantiasa berlandaskan pada prinsip-pninsip dalam hak asasi manusia yang telah digariskan dalam deklarasinya tersebut seperti apa yang tertuang dalam Magna Charta. Program pembangunan sosial kemasyarakatan tersebut hendaknya dibangun atas dasar prinsip-prinsip hak asasi manusia tersebut. Sebagai contoh, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, kebebasan berekspresi harus senantiasa di jaga. Hasil konvensi mengenal prinsip-prinsip hak asasi manusia ini dapat dijadikan landasan yang kuat ketika terjadi penyimpangan dalam pengadaan program pengembangan masyaraat. Artinya, ketika masyarakat menemukan adanya kejanggalan dalam pelaksanaan pembangunan sosial kemasyarakatannya maka hasil deklarasi tersebut dapat dijadikan sebagai suatu patokan.

Dalam sens atau makna yang positif, maka prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tertuang dapat dijadikan landasan dalam pencapaian tujuan dalam setiap program pembangunan sosial kemasyarakatan yang dilakukan hak untuk hidup, hak atas pendidikan, hak untuk hidup tenang di masyarakat dapat dijadikan fokus dalam setiap upaya pembangunan sosial kemasyarakatan.

3. Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan ini merupakan komponen yang sangat penting dalam pendekatan ekologis. Hal ini penting mengingat setiap program di masyarakat berlandaskan pada kerangka yang ditentukan dalam batas waktu tertentu jika prinsip keberlanjutan tidak ada, maka program pemberdayaan yang dilakukan tersebut tidak akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, dalam artian bahwa program tersebut akan mati karena tidak terpelihara dan tersadarinya prinsip keberlanjutan tersebut.

Prinsip keberlanjutan mengusahakan untuk tidak memanfaatkan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui semaksimal mungkin. Dan kalaupun memanfaatkannya, maka pemanfaatan tersebut hendaknya seminimal mungkin. Sebaliknya, yang dijadikan tujuan dari pembangunan sosial kemasyarakatan ini adalah memanfaatkan sumberdaya lama yang dapat diperbaharui dengan sebaik mungkin untuk dapat diambil manfaatnya sebesar mungkin guna kepentingan di masyarakat. Penggunaan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui secara berlebihan akan mempengaruhi kondisi tanah, bahkan gaya hidup dimasyarakat.

Prinsip ini juga menekankan bahwa polusi sebagai hasil keluaran produk teknologi dapat diminimalisir dan setiap bahan sisa atau sampah bendaknya mampu untuk kemudian didaur ulang dan dimanfaatkan kembali. Kedua hal ini dapat dijadikan fokus dalam pembangunan sosial kemasyarakatan. Untuk mampu meminimalisir polusi dapat dilakukan dengan menciptakan dengan gerakan sadar polusi dan masyarakat berbasis daur ulang untuk bahan-bahan sisa sampah yang dapat digunakan kembali. Hal yang penting dari prinsip ini adalah dengan meminimalkan laju pertumbuhan jumlah penduduk di masyarakat.

The problem of rural poor, in the final instance, cannot be solve by anyone but themselves, and all solidarity effortsmust be aimeed at strengtheningtheir own capacity for independent action (Sethi).

a. Hingga awal tahun ini lebih kurang 70 persen penduduk Indonesia masih tinggal di pedesaan. Mayoritas (55 persen) di antara mereka bermata pencaharian sebagai petani. Di antara kebanyakan (51,55 persen) petani tersebut hanya memiliki lahan di bawah 0,5 Ha, dan selebihnya tidak berlahan dan berlahan cukup besar. Rerata penguasaan di Jawa Barat adalah 1,48 Ha; di Jawa tengah 0,47 Ha. Di DIY adalah 0,44 Ha dan di Jawa Timur 0,48 Ha. Rerata usia petani adalah 48,85 tahun dengan rerata tanggungan keluarga (yang harus diberi makan) sebanyak 4,67 orang. Rerata pendidikan petani adalah lulus SD dan tidak mempunyai ketrampilan dan pengalaman kerja di luar sektor pertanian. Okupasi off farm yang biasa mereka kerjakan adalah serabutan. Tingkat penghasilan pertahun mereka antara 1,57 juta hingga 4,6 juta (Kasus di Klambu Kiri, Glapan, Krogowanan, Kalibawang, Pengasih dan Pekik Jamal – Sigit Supadmo, 2003).

b. Pada tataran atas, berbagai kebijakan di masa orba masih berdampak buruk pada masyarakat tani. Petani dipinggirkan, dijadikan obyek, sebagai penerima (net recipient), dijadikan sapi perahan dalam model pembangunan yang terpusat pada kekuasaan negara (state centered development). Di satu sisi, petani harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yang makin berat namun di sisi lain harus menuruti paksaan penguasa dan pengusaha (misalnya target swasembada beras, harga pupuk dan pestisida yang melambung, pemaksaan pola tanam, dll). Di samping itu, orba dengan pendekatan keamanan dan keseragaman telah menghancurkan berbagai institusi lokal yang fungsional dalam proses penyelamatan ekonomi keluarga petani. Lembaga ulu-ulu di hapus dan digantikan P3A, lumbung desa dikubur digantikan KUD yang justru menjadi vampire. Lembaga yang lahirnya top down ini tidak mengakar di sanubari petani. Kondisi tersebut diperparah dengan berbagai regulasi yang merugikan petani (contoh : import beras ke Jepang pajaknya 400 %, ke Thailand pajaknya 80 %, ke Indonesia hanya 25 %).

c. Di samping aspek sosio-politik (item b) di atas, maka kondisi lingkungan (environtment) juga makin kurang mendukung produktivitas pertanian. Volume air di sumber/hulu makin berkurang, seiring dengan makin banyaknya penduduk yang menggunakan dan pengaruh iklim secara global. Di samping itu, kesuburan tanah dan ketebalan humus makin menipis, akibat erosi, penggundulan-penjarahan hutan serta aplikasi kebijakan revolusi hijau yang keliru, sehingga tanah menjadi imun. Namun demikian terdapat sepercik harapan di era (yang katanya) reformasi ini. Pergeseran dari state centered menjadi human centered development diharapkan menyentuh langsung perikehidupan mereka. Pendekatan dan reposisi peran negara untuk lebih menempatkan petani sebagai subyek pembangunan haruslah diwujudkan dalam langkah konkrit dan melibatkan segenap stakeholders.  Hal ini (misalnya) nampak dalam materi PP 77/2001 tentang Irigasi yang berjiwakan reformatif, dimana paradigma lama (modernisasi : investasi modal, peningkatan produktivitas, penerapan teknologi untuk produksi dan pelayanan, dengan harapan munculnya organisasi ekonomi-politik dan urbanisasi untuk mengejar status NIC; dalam Shepherd, 1998 : 1) dihilangkan. Dalam paradigma lama tersebut, aspek ekonomi menjadi unggulan, sedangkan aspek sosial, lingkungan, dan faktor politik were relatively unimportant. Hasilnya ternyata, it is not promoting sustainable development, moreover sustainable livelihoods. Sedangkan dalam paradigma baru, aspek moral-kemanusiaan lebih diutamakan. Dalam perspektif Friedman (1992) dimaknai sebagai pembangunan alternatif, yaitu emansipatif, karena melibatkan segenap stakeholders. Dalam model ini prakarsa pembangunan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang didukung pemerintah bersama masyarakat. Dalam kerangka model pembangunan ini, modal sosial merupakan faktor determinan. Model ini berprinsip, Chi non pou quel che vuoi, Quel che pou voglia (yang tidak mampu meraih apa yang diinginkannya, dorong dia menginginkan apa yang dimampunya, kata Leonardo da Vinci). Model ini lebih menjamin keberlanjutan program, karena munculnya sense of belonging dari rakyat.

d. Sustainable di sini dimaknai lebih merupakan perlawanan dari dasar-dasar/pandangan ekonomi tradisional, yaitu penekanan pada pertumbuhan dan akumulasi modal (finansial), kata Jim Ife, 1996 : 46. Namun, ia juga membawa konsekuensi, yaitu konservasi, penurunan konsumsi, pertumbuhan ekonomi kecil, agak anti kapitalis dan munculnya kendala pengembangan teknologi. Sedangkan livelihoods (LH) dimaknai agak luas, lebih dari sekedar pendapatan cukup dan kesehatan cukup, namun termasuk pula kualitas hidup (personal dan komunitas), keamanan, dsb. LH juga mencakup aspek-aspek pembangunan yang tak dapat diraba (intangibles), misalnya : martabat, otonomi, kebebasan, kesetaraan (gender),  kedamaian, dll.

4. Pemberdayaan
Kata pemberdayaan sudah banyak kita kenal, namun belum banyak yang dapat memahami anti kata itu sendini. Kata ini tidaklah asing karena hampir setiap hari kita mendengarnya. Kata pemberdayaan itu sendiri berarti memberikan setiap orang kesempatan di dalam masyarakat, sumber pengetahuan keahlian untuk meningkatkan kemampuannya dalam upaya menghadapkan persaingan di masa yang akan datang. Tujuan yang lain dari pemberdayaan ini adalah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dimana mereka mampu memberikan pengaruh baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat dimana mereka tinggal.

Untuk melakukan pemberdayaan dengan mudah, langkah pertama yang harus diketahui adalah segala hal yang dapat menjadi hambatan upaya pemberdayaan itu sendiri. Adapun beberapa contoh yang dapat kita jadikan sebagai bagian dari penghalang pemberdayaan itu sendiri adalah pembedaan masyarakat secara struktural seperti perbedaan status di masyarakat, jender, etnis, bahasa,
pendidikan, mobilitas personal, pengetahuan dan keterampilan.

Saat ini seperti yang kita lihat, realita menunjukan bahwa banyak sekali usaha pembangunan sosial kemasyarakatan yang gagal ini disebabkan karena umumnya hanya ditopang oleh satu aspek saja, dalam arti tidak ada pemahaman yang jelas tentang apa yang disebut sebagal aspek penghalang dalam upaya pembangunan sosial kemasyarakatan itu sendiri seperti telah disebutkan di atas.

Program yang ditujukan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat umumnya memiliki ragam yang berbeda. Dalam banyak kasus, upaya pemberdayaan umumnya disebabkan atas upaya pemberdayaan yang lain. Contoh kongkret adalah dengan adanya program daur ulang sampah. Di satu sisi pola pemberdayaan terfokus pada sampah sebagai sesuatu yang kemudian dapat dimanfaatkan dan, di sisi lain ada proses pemberdayaan terhadap sumberdaya manusia di dalam masyarakat tersebut. Contoh program yang lain adalah program pemberantasan buta huruf bagi kaum dewasa, pembuatan tenda-tenda pam pengungsi dan sebagainya.

Inti dan upaya pemberdayaan adalah memberikan motivasi untuk terus berkembang pada masyarakat. Hal ini ditujukan agar masyarakat dapat bergerak dinamis untuk kemudian mencapai target yang diharapkan melalui program pemberdayaan tersebut. Untuk meraih satu hasil program yang jelas dan berhasil, maka diperlukan suatu kerja keras dan kesungguhan dalam menjalankan program tersebut. Aktivitas semacam ini tentunya akan memakan banyak waktu dan membutuhkan energi yang lumayan banyak. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan pemberdayaan di masyarakat akan sangat berhasil jika ditopang dengan kerja keras dan kesungguhan serta sadar akan konsekwensi waktu yang dibutuhkan.

Ada satu hal yang juga perlu kita garis bawahi di sini yaitu bahwa jika suatu program pemberdayaan ditujukan untuk mengeksploitasi orang lain, maka esensi atau makna dan kata pemberdayaan itu sendiri akan hilang karena tidak sejalan dengan apa yang dimaksudkan atau apa yang hendak dicapai dengan program pemberdayaan itu sendiri.

Menurut Merriam Webster, empower mengandung 2 arti, to give power or authority to, dan kedua to give ability to or enable. Dalam pengertian pertama, diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan pengertian kedua sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Konsep ini sebenarnya lahir dari kebudayaan Barat, khususnya Eropa. Konsep ini lahir di pertengahan abad 20, namun baru dikenal di Indonesia pada awal 70an dan meluas pada akhir abad 20, terlebih sejak Friedmann mengkumandangkannya. Friedmann menengarai bahwa rumah tangga merupakan pilar pemberdayaan yang utama, karena disana terletak 4 macam kekuatan,  yaitu sosial-budaya, ekonomi, politik dan psikologis. 

Kekuatan ekonomi karena menyangkut akses terhadap dasar-dasar produksi tertentu suatu rumah tangga, misalnya informasi, pengetahuan dan ketrampilan, partisipasi dalam organisasi sosial dan sumber-sumber keuangan. Kekuatan sosial-budaya, karena disanalah agen sosialisasi pertama dan utama dalam menanamkan nilai-nilai, norma, sanksi, perilaku, adat istiadat kepada segenap anggota keluarga, dari sinilah manusia mengenal budayanya, dan internalisasi nilai serta kemudian mengimplementasikan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Kekuatan politik karena meliputi akses setiap anggota yang mempengaruhi masa depan mereka. Kekuatan politik bukan saja memberikan suara, tetapi juga kekuatan untuk menjadi vokal dan bertindak kolektif, dalam arti membetuk kesatuan dalam asosiasi politik, partai, gerakan sosial, kelompok kepentingan, dan lain-lain. Kekuatan psikologis digambarkan sebagai rasa potensi individu yang menunjukkan perilaku percaya diri. Rasa potensi individu yang kuat akan menimbulkan pengaruh positif dan kursif terhadap perjuangan kelompok yang secara terus menerus berusaha untuk meningkatkan kekuatan sosial politiknya.

Pemberdayaan dapat dilihat sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah. Pemberdayaan juga dapat mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik lokal maupun nasional. Ia merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan-hubungan kekuasaan/kekuatan yang berubah antara individu, kelompok dan lembaga sosial. Ia juga merupakan proses perubahan pribadi karena masing-masing individu mengambil tindakan atas nama diri mereka sendiri dan kemudian mempertegas kembali pemahamannya terhadap dunia tempat ia tinggal. Persepsi diri bergerak dari korban (victim) ke pelaku (agent) karena mampu bertindak dalam arena sosial politik dan berusaha memenuhi kepentingannya.

Pearse dan Stiefel (1979) : bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatif adalah menghormati kebhinekaan, kekhasan lokal, dekonsentrasi kekuatan, dan peningkatan kemandirian. Paul (1987) : pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (equitable sharing of power) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap “proses dan hasil-hasil pembangunan”. Borrinni, (1991) dan Shatty, (1991) : pemberdayaan adalah pengamanan akses terhadap sumber daya alami dan pengelolaannya secara berkelanjutan. Kassam (1989) : pemberdayaan adalah pemberian terhadap akses pengetahuan tertulis yang dapat dianggap sebagai kekuatan, ukurannya tingkat melek huruf (literacy).

Karl (1995) : pemberdayaan wanita sebagai suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (capacity bulding) terhadap aprtisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar, dan tindakan transformatif agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara wanita dan laki-laki.

Vargas (1991) : pemberdayaan wanita menyangkur perolehan suara, mobilitas dan penampilan di depan umum, perlunya memperoleh pengawasan terhadap ‘struktur kekkuasaan” atau bahkan mengubahnya. OKI, organisasi wanita harus memperkuat kapasitas organisasi serta mengkristalkan visi dan perspektif yang mampu mengubah keadaan mereka saat ini.

Chambers (1983) : terdapat kaitan erat antara ketidakberdayaan masyarakat dengan kemiskinan (concept of deprivation trap). Masyarakat yang miskin, disebabkan karena ketidakberdayaan (powerlessness), kerapuhan (vulnerability), kelemahan fisik (physical weakness), kemiskinan (poverty) dan keterasingan (isolation). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ada keterikatan antara ketidakberdayaan dan dimensi perangkap lain. Ketidakberdayaan membatasi akses terhadap sumber daya negara, memperumit keadilan hukum bagi penyelewengan (abuses), menyebabkan hilangnya kekuatan tawar-menawar, membuat rakyat semakin rapuh terhadap permintaan uang suap dalam suatu persengketaan. Solusinya adalah pemberdayaan dan pemampuan kelompok miskin dengan pembalikan majemen (reversals in management) dari paradigma pembangunan yang dominan yang meliputi penggantian kekuatan dan inisitaif ke bawah dan ke samping. Kemiskinan bukan merupakan kondisi alamiah semata, melainkan sutau proses pengingkaran pemberdayaan secara sosial, ekonomi dan politik.

Kabeer (1994) :ketidakberdayaan bukan menunjuk pada tidak adanya kekuatan sama sekali, masyarakat mempunyai kekuatan (walaupun sedikit) dan mampu bertahan, menggulingkan dan bahkan mentransformaikan kondisi hidupnya, kekuatan itu ada, hanya perlu ditampakkan dan dikembangkan. Kekuasaan itu, ada 2 macam, yaitu distributuf dan generatif. Dimensi distributif kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk memaksakan kehendak pada orang lain. Sedangkan dimensi generatif kekuasaan merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkan mayarakat atau unit sosial untuk meningkatkan kemampuannya mengubah masa depan mereka yang dilakukan atas pilihan mereka sendiri, misalnya melalui organisasi sosial dan kelompok kaum marginal untuk mendorong proses perubahan sosial.

Pemberdayaan masyarakat selain dilakukan oleh pemerintah, melainkan dilakukan juga oleh NGOs. Dahulu lebih berorientasi pada relief and welfare, yaitu dengan berusaha untuk segera memenuhi kekurangan atau kebutuhan tertentu yang dialami individu atau keluarga, misalnya sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan, atau dalam suasana bencana alam. Strategi yang pertama ini sering disebut strategi karitatif/sinterklasian. Strategi kedua, lebih memusatkan pada small scale reliant local development atau juga disebut community development, yang meliputi pelayanan kesehatan, penerapan teknologi tepat guna, dan pembangunan infrastruktur. Mereka sadar bahwa permasalahan di tingkat bawah tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan top down approach, melainkan dengan bottom up approach. OKI, sasaran NGOs adalah masyarakat lapisan bawah, pinggiran, dan perdesaan. 

Misi utamanya adalah mengembangkan kemampuan masyarakat untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahterannya, dengan harapan setelah proyek berakhir masyarakat, kelompok sasarannya dapat menjadi mandiri dan swadaya. Pada hakekatnya, strategi ini tidak berusha mengatasi penyebab permasalahan, dan perhatian utamanya hanya diberikan pada kelompok masyarakat setempat atau lokal. Strategi ketiga adalah sustainable systems development, yang mulai mempermasalahkan dampak pembangunan dan cenderung melihat jauh keluar daerahnya, ke tingkat regional, nasional bahkan internasional. Tahap ini telah berusha untuk mempengaruhi perumusan kebijakan pembangunan. Mereka berharap terjadi perubahan pada tingkat nasional, regional, internasional, mereka tidak lagi hanya berhubungan pada lapisan bawah, tetapi lebih pada tingkat menengah atas, dan aneka ragam organisasi, baik swasta maupun pemerintah. Strategi keempat, people’s movement, Korten (1988) menengarai sebagai LSM yang menjadi fasilitator dengan membantu rakyat menghorganisir diri, mengindentifikasi kebutuhan lokal, dan memobilisir sumber daya yang ada pada mereka, dan berusaha mendapatkan sumber daya dari luar sebagai tambahan sumber daya lokal jika yang tersedia tidak memadai guna suatu kebutuhan tertentu. Gerakan ini juga mengusahakan terjadinya transformasi struktur sosial dalam masyarakat dan di setiap sektor pembangunan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

5. Kemandirian
Inti dan prinsip ini adalah bahwa masyarakat hendaknya bersikap mandiri dan lebih menekankan pada upaya pemanfaatan segala sumberdaya yang tersedia di masyarakat daripada bergantung pada pihak luar. Prinsip ini dapat diterapkan pada semua bidang seperti keuangan, sumberdaya alam dan sumber daya manusia. Pembangunan sosial kemasyarakatan menurut prinsip ini akan dengan maksimal memberdayakan setiap sumberdaya yang ada baik itu sumberdaya alam maupun sumberdaya manusianya.

Upaya pemberdayaan dan pembangunan sosial kemasyarakatan melalui pninsip ini dapat dikembangkan dengan berbagai macam cara. Salah satu diantaranya adalah pengembangan ekonomi yang berbasiskan masyarakat lokal seperti LETS yang merupakan cara yang efektif dan mudah terutama dalam upaya pemberdayaan setiap sumber yang ada di masyarakat yang selama ini masih belum maksimal dimanfaatkan.

Kecenderungan yang ada disetiap masyarakat adalah sikap yang terlalu tergantung pada pemerintah. Dengan keadaan semacam ini tentu masyarakat umumnya akan cenderung mengabaikan setiap potensi yang ada di lingkungannya karena yang menjadi fokus adalah perhatian pemerintah bukan pada segala sumber daya yang ada yang sebetulnya memiiki potensi untuk dikembangkan. Jadi, fokus yang coba diterapkan oleh prinsip ini adalah bahwa masyarakat mau dan mampu menggunakan dan memaksimalkan pemanfaatan segala sunberdaya yang ada di masyarakat tersebut baik itu sumber daya alami maupun sumber daya manusianya.

Yang menjadi penekanan pada prinsip ini adalah masyarakat hendaknya bersikap mandiri terhadap negara atau pemerintahnya. Namun tradisi yang kita lihat selama ini adalah bahwa pemerintah atau negara umumnya selalu mendukung masyarakatnya dengan menjadi sponsor utama dari pembangunan sosial kemasyarakatannya. Disini jelas bahwa pemerintah memberikan peranan yang sangat penting dalam upaya pembangunan sosial kemasyarakatannya. Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang kita dapat banggakan mengingat hal semacam ini akan memberikan dampak negatif yang lebih banyak daripada unsur positifnya kepada masyarakat.

Dengan kondisi semacam ini masyarakat tentunya tidak semakin terpacu untuk maju mengingat pemerintah telah menyediakan pendanaan yang besar bagi masyarakatnya. Dalam melihat fènomena semacam ini masyarakat hendaknya bersikap kritis dan bukan sebaliknya karena jika dilihat lebih jauh lagi, kondisi semacam ini bukannya menguatkan masyarakat justru akan berdampak sebaliknya yaitu melemahkan masyarakat dengan membiarkannya untuk tergantung pada pemerintah atau negara tanpa memiliki inisiatif untuk maju dan mandiri.

Namun ini bukan berarti babwa segala bentuk dukungan yang diberikan oleh penierintah atau negara harus ditolak, yang perlu diperhatikan adalah bersikap selektif terhadap bantuan itu sendiri. Bantuan berupa dana pengembangan awal di masyarakat mungkin tidak dapat kita elakan karena itu ditujukan untuk merintis atau memulai program pengembangan di masyarakat. Akan tetapi tetaplah akan lebih baik jika masyarakat memulainya secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah.

Upaya yang dilakukan dalam pembangunan sosial kemasyarakatan tanpa bergantung pada pemerintah atau negara adalah sesuatu yang sangat penting dan lebih berharga bagi masyarakat. Kekuatan akan tumbuh di masyarakat jika tindakan semacam itu terus dikembangkan. Semakin kuat masyarakat maka semakin mudah ia melakukan kontrol terhadap pemerintah dan bukan sebaliknya.
6. Tujuan dan Visi yang Jelas

Didalam suatu masyarakat akan selalu ada kecenderungan gap antara tujuan jangka pendek dengan tujuan jangka panjang yang sekaligus menjadi visi dan keberadaan masyarakat itu sendiri. Kepentingan jangka pendek seperti upaya penyelamatan korban bencana, penyelamatan lingkungan alam dan pelaksanaan program ELT untuk bidang ekonomi akan selalu berbenturan dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Dalam hal ini jika pembangunan sosial kemasyarakatan hanya di fokuskan pada satu aspek saja, maka besar kemungkinan aspek yang lain akan terabaikan. Disini, dituntut satu pola keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang dalam pembangunan sosial kemasyarakatan.

Apa yang dijelaskan di dalam buku ini adalah tendensius yaitu kecenderungan menata keseimbangan antara pemenuhan tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang ada di dalam upaya pembangunan sosial kemasyarakatan. Keduanya merupakan aspek dan elemen penting yang ada dan mutlak untuk terus dikembangkan mengingat keduanya saling mengisi dan melengkapi satu sama lain.

7. Membangun Komunitas

Menurut prinsip ini semua jenis pembangunan sosial kemasyarakatan hendaknya ditujukan untuk membangun masyarakat. Pembangunan masyarakat meliputi penguatan interaksi sosial, membantu semua anggota masyarakat untuk mampu meningkatkan kualitas komunikasi antar sesama anggota masyarakat ini semua ditujukan untuk meneapal struktur dan proses yang terus-menerus di dalam masyarakat. Mereka dipercaya dalam tatanan nilai dan rencana itu sendiri, tetapi sering kali hubungan sosial dikaitkan dengan tujuan keterlibatan mereka.

Maka dari itu, pengembangan komunitas yang baik akan membawa kebersamaan dan menjamin aktivitas komunitas yang dapat meningkatkan pengembangan kelompok manusia, dengan mencari cara untuk melibatkan orang sebanyak mungkin, meningkatkan kebergantungan yang baik antar mereka bagi penyelesaiaan tugas-tugas, dan menyediakan kesempatan interaksi formal dan informal. Sering kali hal informal adalah merupakan sesuatu yang sangat penting meyakinkan adanya waktu, ruang dan kesempatan bagi orang untuk menikmati segelas teh besama-sama (segelas anggur, secangkir kopi, sebotol bir, tergantung konteksnya) sebaik untuk menjaga aktivitas formal.

Pembangunan komunitas bagaimanapun juga lebih susah dan pada memberdayakan orang secara bersama-sama. Hal ini juga termasuk memberdayakan orang agar mampu bekerja sama, susunan pengembangan yang berarti bahwa orang menjadi lebih bergantung dengan yang Iainnya dalam mengerjakan sesuatu, dan mencari metode di setiap pekerjaan setiap orang dapat berpartisipasi dan dinilai secara nyata oleh orang lain sebagai sebuah hasil. Proses kelompok, keinklusivan, pembentukan kejujuran dan pengembangan rasa dari tujuan berkelompok semuanya secara kritis merupakan sesuatu yang penting dalam pengembangan komunitas.
8. Proses dan Hasil

Penekanan antara proses dan hasil telah menjadi perbincangan utama dalam komunitas kerja. Pendekatan pragmatis cenderung menekankan pada hasil apa yang dilihatnya sebagai sesuatu yang penting merupakan hasil peningkatan terbaru, dan bagaimana hal ini ditingkatkan merupakan sesuatu yang relatif tidak penting. Posisi seperti Ini diekspresikan dalam bentuk yang ekstrim oleh Alinsky dalam diskusi tengah dan ujung (1971). Bagi Alinsky, proses terakhir merupakan sesuatu yang penting dan knitis, hanya alasan untuk memikirkan dan yang berhubungan dengan keefektifan mereka dalam memperoleh sesuatu yang diharapkan di akhir masalah etika dan perhatian orientasi proses secara khusus, menjadi tidak rekaan. Cara-cara dan masalah length dan ujung bagaimanapun juga mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan posisi (Fay 1975), dalam ujung dan tengah-tengah tersebut tidak terdapat dalam dunia nyata terpisah secara jelas, Input dapat menjadi hasil akhir dálam prosesnya, dan hasil itu biasanya juga merupakan pendapatan lanjut. Pendekatan holistik dan integratif tercantum dalam bab II yang menyebutkan bahwa awal dan akhir diperlakukan sebagai hubungan secara intrinsik, dan sebagai dua aspek dari sesuatu yang sama.

Alternatif pragmatisme Alinsky adalah pendekatan Gandhi (1964, 1982) yang melihat proses dan hasil yang sinergi. Karenanya seseorang tidak dapat meningkatkan masyarakat yang non-agresif dengan menggunakan proses yang secara mendasar agresif proses itu sendiri sangat penting dalam menentukan hal. Agtesif atau masukan yang tidak teratur akan mengahambat hasil akhir, dan proses harus mencerminkan hasil, sebagai hasil tidak harus selalu mencerminkan proses. Proses dari masalah etika dan moral, jauh dan sesuatu yang tidak penting di anggap sebagai pendekatan Alinsky, menjadi pusat Pendekatan daftar komunitas dalam buku ini secara jelas mencerminkan pandangan Gandhi dan pada pandangan Alinsky.

Akan tetapi pemusatan pada proses dapat menyebabkan seseorang untuk menghilangkan pandangan dari hasil untuk ditingkatkan. Hal ini dapat mengasilkan sebuah obsesi dengan proses dan pengabaian konteks struktur, visi utama,, atau implikasi tindakan seseorang yang Lebih luas. Seperti karakteristik perspektif yang berhubungan dengan “abad baru, dimana perasaan baik dan komunikasi dengan jujur dengan orang lain dapat dilihat sebagai kecukupan untuk mengubah dunia. Keduanya cenderung ekstern konservatif dan seen bias tidak efektif dalam menghasilkan perubahan kemajuan. Hal ini sangat panting bahwa proses selalu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yang menggunakan analisis struktural dari bab-bab yang terdahulu.

Hal ini kritis bahwa proses dan hasil keduanya di lihat sama-sama penting untuk komunikasi kerja dan keduanya juga dianggap sebagai gejala integrasi dari pada sesuatu yang terpisah. Ketika kita mengerjakan pekerjaan kelompok seseorang akan selalu berhubungan dengan masalah proses dan hasil. Terkecuali penyatuan antar keduanya tetap di jaga, pengembangan komunitas akan secara luas tidak efektif dalam mewujudkan draft visi dalam bab II sampai bab V.


Dilihat dari mekanisme perubahan dalam rangka mencapai tujuannya, kegiatan pembangunan masyarakat ada yang mengutamakan dan memberikan penekanan kepada bagaimana prosesnya sampai suatu hasil pembangunan dapat dapat terwujud akan tetapi ada pula yang lebih menekankan pada hasil materiil dalam pengertian proses dan mekanisme perubahan untuk mencapai sesuatu hasil materiil tidak begitu dipersoalkan, yang penting dalam waktu yang relatif singkat dapat dapat dilihat hasilnya secara fisik.

Pendekatan yang pertama seringkali disebut pendekatan yangb mengutamakan proses dan lebih menekankan  pada aspek manusianya, sedang pendekatan yang kedua sebagi pendekatan yang mengutamakan hasil materiil dan lebih mnekankan pada target 20). Dalam hal ini kedua konsepsi tersebut sebetulnya tidak harus selalu bertentangan karena perbedaan diantarana keduanya hanyalah pada penekanan 21). Pembangunan masyarakat yang mementingkan proses hasil materiil (task conception) lebih menekankan pada hasil nyata yang berujud; seperti rumah sakit baru, gedung sekolah baru, saluran irigasi dan sebagainya, sedangkan pembangunan masyarakat yang mementingkan proses lebih menekankan pada tujuan yang lebih abstrak dan memberikan perhatian yang dominan pada ikatan dalam komunitas dan otonomi lokal. 
Di dalam proses pelaksanaannya, pembangunan masyarakat yang berorientasi proses lebih menggunakan pola yang bersifat horisontal baik secara internal maupun dalam hubungannya dengan agen pembaharuan dari luar. Hal ini disebabkan karena proses pengambilan keputusan pembangunan dilakukan oleh masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian masalah yang harus selalu diperhatikan adalah seberapa jauh prakarsa , partisipasi dan sumber daya komunitas telah berperanan sampai suatu hasil yang bersifat materiil atau fisik diperoleh. Dilihat dari satu sisi, mekanisme semacam ini mempunyai beberapa kekuatan atau kelebihan. 
Dengan berorientasi pada proses, maka mekanismen pembangunan masyarakat lebih bersifat mendidik karena mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan tanggung jawab sosial warga masyarakat. Dengan jalan seperti ini secara perlahan dan bertahap mekanisme pembangunan dari bawah semakin melembaga dalam masyarakat. Pada gilirannya , kesinambungan proses pembangunan akan dapat lebih terwujud karena ketergantungan masyarakat akan bantuan motivasi dan intervensi dari luar, menjadi semakin berkurang. Apabila mekanisme pembangunan dari dalam sudah melembaga, maka ada atau tidak ada intervensi dari luar pembangunan tetap akan berlangsung. Disamping itu, melalui cara seperti ini juga dapat diharapkan jenis-jenis kegiatan pembangunan yang dijalankan lebih berorientasi pada aspirasi, kebutuhan, kondisi dan permasalahan dalam masyarakat sendiri. 
Dipandang dari sisi yang lain, pendekatan proses ini dianggap sangat lamban dan memerlukan waktu yang cukup panjang untuk memperoleh sesuatu hasil fisik . Metode ini juga dianggap sebagai kerja yang tak berbentuk. Beberapa kasus empirik tentang pelaksanaan pendekatan ini menunjukkan bahwa sering kali waktu yang dibutuhkan untuk proses memotivasi masyarakat sampai timbul niat yang didasarkan pada rasa tanggung jawab sosial untuk melaksanakan sesuatu aktivitas pembangunan tertentu jauh lebih lama dibandingakan pelaksanakan pembangunan fisik sendiri. Sudah barang tentu untuk masyarakat dengan tingkat apatisme yang cukup tinggi terhadap gerakan pembaharuan, waktu yang dibutuhkan akan lebih lama lagi. 
Metode macam ini juga sering kali dianggap kurang cocok  untuk diterapkan dalam masyarakat yang karena kondisinya memerlukan adanya perubahan fisik yang sangat cepat. Disamping beberapa kelemahan tersebut, kurang tampaknya hasil fisik dengan segera, dianggap pula dapat mengakibatkan masyarakat kurang responsif. Hal ini disebabkan karena dalam masyarakat tertentu, bukti-bukti kongkrit berupa hasil fisik sering kali merupakan unsur yang dapat membangkitkan motivasi dan kepercayaan masyarakat terhadap gerakan pembangunan yang diperkenalkan.


Sebaliknya , pembangunan masyarakat yang memetingkan hasil materiil dianggap lebih menjanjikan perubahan perubahan kongkrit secara cepat. Dengan perubahan perubahan tersebut masyarakat akan lebih cepat mengejar ketinggalannya. Bagi masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi yang cukup rawan, pendekatan ini dianggap dapat memberikan pemecahan masalah lebih cepat tanpa menunggu masalahnya berkembang menjadi semakin parah. Pada umumnya dalam masyarakat dengan kondisi semacam ini pendekatan proses dianggap terlalu berbelit dan tidak langsung pada sasarannya. Hal itu disebabkan kondisi yang sudah mendesak tersebut mengakibakan tidak sabar apabila harus menunggu tumbuhnya kesadaran dan kompetisi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan atas prakarsa dan swadaya masyarakat sendiri. 
Dalam hal ini perubahan sikap dan motivasi diangggap  akan dapat berlangsung dengan sendirinya, menyesuaikan diri dengan perubahan fisik dan materiil yang terjadi. Disisi lain, pendekatan ini juga sering dilihat mempunyai beberapa kelemahan terutama karena melalui metoda  perubahan lebih banyak terjadi sebagai akibat inisiatif dari atas atau dari luar. Disamping itu juga karena pembangunan masyarakat yang lebih mementingkan hasil materiil, ini lebih berorientasi pada target. Dengan demikian seringkali cara memperoleh hasil tidak banyak dipersoalkanyang penting target tercapai. Dari hal-hal seperti itu maka kemudian sering dikatakan bahwa pendekatan ini kurang bersifat mendidik karena kurang melibatkan peran serta masyarakat dalam proses. 
Sebagai akibat lebih lanjut pendekatan ini dapat menimbulkan sifat ketergantungan  artinya masyarakat hanya akan bergerak melaksanakan pembangaunan sepanjang ada intervensi dari luar. Dengan demikian kesinambungan proses pembangunan menjadi tak terjamin karena tidakterlebagakannya mekanisme pembangunan dalam kehidupan masyarakat. Bentuk kelemahan lain yang sering kali disebut adalah kurangnya orientasi pada kondisi,kebutuhan dan permasalahan masyarakat sendiri. Hal ini disebabkan karena pola hubungan yang bersifat vertikal yaitu orientasi keatas.

Dari kenyataan ini dapat menyebabkan hasil-hasil pembangunan yang bersifat fisik dan materiil walaupun cepat terwujud akan tetapibelum tentu relevan dengan kebutuhan masyarakat.

9. Tanpa kekerasan

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berdasarkan prinsip tanpa kekerasan dan prinsip ini digunakan dari sudut pandang pada penjelasan sebelumnya, output non-agresif tidak dapat bertemu dengan penggunaan input progresif. Dalam konteks ini non-progresif menyiratkan keterlambatan yang lebih banyak dan kekerasan fisik antar orang. Penekanan kekerasan struktural menyatakan struktur sosial dan institusi dapat mereka lihat sendiri sebagai sebuah hal yang progresif. Kode etik masyarakat atau sebuah mayarakat yang menekan orang bahkan menggunakan kekerasan dengan jelas di lihat sebagai kebrutalan.

Dalam hal ini ketidak sejajaran distribusi kekayaan dan kemakmuran, seks, ras, dan bentuk-bentuk struktural lain yang tidak menguntungkan mencerminkan bentuk kekerasan. Sistem yang sah pendidikan dan keamanan nampak persis karena terdapat unsur penekanan dan era kontrol sosial yang bertanggungjawab mereka mencerminkan masyarakat yang brutal. Keluarga dapat menjadi lingkungan yang brutal meskipun kekerasan fisik itu tidak pemah terjadi dalam keluarga tersebut.

Pendekatan tanpa kekerasan tentulah berbeda dan memberikan lebih banyak kejelasan dan manifestasi dari kekerasan militerisme, pembunuh bayaran, dan kekerasan dalam berbagai bentuk. Sebagai contoh kekerasan yang sering terjadi adalah kekerasan di jalan, kematian, kebrutalan polisi, hukuman fisik dan lain-lain. Hal ini akan menyediakan alternatif non-agresif seperti (mediasi) ini menyebabkan kekerasan (sebagai contoh dengan menyediakan dukungan lebih kepada keluarga) dan ini akan dilakukan sehingga dapat melalui input non​agresif  Oleh karena itu, untuk mengatasi kejahatan pemuda dengan mengunakan hukuman yang keras adalah hal yang mudah untuk mengantisipasi kekerasan dengan menggunakan metode kekerasan. Ini hanya menegakkan kekerasan dan mengulang tekanan kekerasan untuk permasalahan yang dapat di terima dan efektif.

Pada level yang lebih mendasar, prespektif non brutal juga akan memunculkan kekerasan struktural dan bentuk konversi yang lain. Non-kekerasan yang tidak dapat diramalkan ini berkaitan dengan kebebasan, kemerdekaan dan kelas sosial, ras, dan tekanan gender, dan akan membentuk kembali struktur koersif seperti sistem pendidikan dan keamanan sosial.

Dari prespektif pengembangan komunitas yang sangat penting bagi pengembangan dan jenis kebrutalan untuk merubah struktur kekerasan dan juga untuk melewati proses non-kekerasan. Hal ini berarti bahwa Alinsky menerapkan taktik kebersamaan dan konflik memprofokasi secara esensial secara normal tidak dapat di terima (paling tidak dalam bayangan) dalam pengembangan komunitas ini berati bahwa proses harus memunculkan dukungan dari pada menyerang, menyatukan ketimbang memisahkan (lihat bawah), bekerja bersama lebih baik dari pada berkompetisi dan untuk menjadi penengah lebih baik ketimbang berkonfrontasi. Kebutuhan yang sering seperti ini merubah “aturan” yang dilakukan oleh manusia dan menolak untuk memainkan aturan tradisional yang tidak tertulis dalam politik atau komunitas.

18. Keterlibatan

‘Keterlibatan’ adalah salah satu prinsip utama dalam prespektif non kekerasan. Gandhi tidak berusaha untuk mengucilkan dan mengalahkan lawan​-lawannya (kata-kata ‘mengalahkan’ dan lawan’ sangat berbau ‘kekerasan’ ketimbang non kekerasan). Terlebih lagi, ketimbang beradu pendapat dengan ide, nilai-nilai kepercayaan dan politik lawan-lawannya, Gandhi memilih untuk melibatkan dan bukannya mendepak mereka dari pergerakannya. Gandhi berkeinginan untuk membiarkan mereka berganti ‘pihak’ dan bergabung dengannya dengan tetap menjaga harga diri dan kehormatan lawan-lawannya Pendekatan yang lebih tradisional adalah dengan memasuki wilayah konflik, yang justru hanya mengelompokkan orang menjadi dua kubu, mengingat konflik hanya terselesaikan dengan ‘kemenangan’ sam pihak dan ‘kekalahan’ di pihak yang lain (dimana kekalahan selalu menimbulkan hilangnya harga din, penekanan dominasi sam pihak terhadap pihak yang lain, dan terutama kekerasan yang terstruktur), atau dengan negosiasi dimana salah satu pihak pasti akan merasa berat sebelah dan pada akhimya hasilnya tidak akan memuaskan semua pihak.

Dalam menerapkan prinsip ‘keterlibatan’ dalam pembangunan masyarakat, perlu ditekankan upaya untuk melibatkan setiap unsur masyarakat ketimbang mengeluarkan mereka dari aktivitas pembangunan itu sendiri. Juga semua orang harus dihargai secara instrinsik, meskipun mereka pada pihak yang berbeda, dan tanpa membuatnya kehilangan muka, mereka harus diberi kesempatan untuk berpindah ‘pihak’ baik mendukung atau menentang suatu isu. Memang, konfrontasi tidak dapat dihindari dan mungkin justru diharapkan, namun ada prinsip-prinsip non-kekerasan dalam konfrontasi itu sendiri seperti yang dikemukakan Gandhi berikut:

Jangan pernah berusaha untuk memprovokasi, dan selalu merespon provokasi lawan dengan cara-cara non-kekerasan. Selalu berusaha untuk melakukan dialog dan meningkatkan kesepahaman yang saling menguntungkan. Berusaha untuk memahami pandangan lawan dan menghormati hak lawan untuk menjaga kepercayaan atas pandangannya itu meskipun kita tidak sependapat. Selalu siap untuk menilai posisi kita sendiri dan jangan mengklaim bahwa kebenaran dan kebijaksanaan hanya milik kita; kita selalu dapat belajar dari orang lain, terutama mereka yang berpikir berbeda atau sebaliknya. Selalu melihat lawan sebagai teman atau sekutu yang potensial, dan berusaha mencari cara bagaimana lawan dapat menjatuhkan teman dan sekutu kita tanpa merasa main dan kehilangan harga diri. Selalu menghormati dan menghargai orang lain sebagai sesama manusia dan selalu berusaha untuk bekerja sama ketimbang bertentangan dengan orang lain. Pada dasarnya, prinsip non-kekerasan membolehkan kita bertentangan dengan ide atau struktur lawan, tapi tidak dengan orang-orangnya (Gandhi 1964, 1982).

Prinsip-pninsip di atas sangat sulit untuk dijaga, khususnya apabila seseorang telah terbiasa hidup dalam sebuah masyarakat dimana dua pandangan yang saling bertentangan, konflik, konfontrasi dan kekerasan telah tertanam dengan baik, prinsip-prinsip tersebut akan sangat sulit untuk diterapkan ditengah​-tengah masyarakat yang hidup dan bekerja dalam konteks semacam itu. Akan tetapi, prinsip non-kekerasan sangat penting diterapkan dalam pembangunan masyarakat dapat berhasil. Disamping itu, prinsip tersebut merepresentasikan pentingnya praktek yang ideal sesuai dengan prinsip non-kekerasan.

19. Konsensus

Prinsip-prinsip non-kekerasan dan keterlibatan mengharuskan pembangunan masyarakat berlandaskan pada konsensus, dan pengambilan keputusan secara konsensus harus diterapkan sesering mungkin. Banyak pendekatan yang dilakukan dalam aktivitas masyarakat cenderung mendasarkan pada model konflik ketimbang pendekatan konsensus. Pada pendekatan konflik, penekanan ada pada pihak yang menang, terdepaknya pihak yang kalah dalam proses pembangunan (mungkin saja pemerintah lokal, perusahaan penambangan, pemilik tanah, pengembang, atau pihak-pihak yang merugikan masyarakat lainnya), atau tercapainya suatu tujuan dengan mengorbankan orang lain / kepentingan orang lain. Bahasa-bahasa semi militer yang digunakan pada kebanyakan kerja masyarakat seperti —kampanye, strategi, taktik, medan pertempuran— mengisyaratkan asumsi pendekatan konflik secara implisit. Permasalahan dalam model konflik adalah munculnya pihak yang menang dan yang kalah, dimana sebagai akibat kekalahannya, yang kalah akan termarginalkan dan tersingkirkan. Pendekatan semacam itu bertentangan secara langsung dengan pembangunan masyarakat dan prinsip non-kekerasan. 

Sebaliknya, pendekatan konsensus bekerja dengan dapat menghasilkan kesepakatan yang ditujukan untuk mencari solusi yang disepakati dan diakui oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai miliknya. Hal ini merupakan dampak positif yang tak terhindarkan dan diterapkannya pendekatan non-kekerasan dan keterlibatan. Konsensus tidak hanya berarti menyetujui kesepakatan sebagian besar masyarakat yang juga akan menyebabkan 49% masyarakat tidak puas dengan kesepakatan tersebut. Tidak juga sekedar bernegosiasi/ berkonsiliasi yang hanya akan menimbulkan ketidakpuasan di berbagai belah pihak Namun pendekatan konsensus mengimplikasikan kemampuan setiap orang untuk terlibat dalam proses guna mencari solusi atau langkah-langkah yang dapat diterima semua pihak dan dimana semua orang sepakat bahwa apa yang telah diputuskan sebagai solusi dan permasalahan mereka adalah yang terbaik dan menguntungkan kepentingan setiap orang. Konsensus biasanya tidak dapat tercapai dengan mudah dan cepat, karenanya harus dibangun. Pendekatan ini juga akan terasa memakai waktu yang lebih lama daripada pendekatan konvensional lainnya dalam proses pengambilan keputusan. Dan akan sangat jauh melelahkan bagi mereka yang terbiasa dengan sistem voting dimana dengan terkumpulnya jumlah suara tercetuskan pula hasil keputusannya. Akan tetapi, pada jangka waktu yang lama konsensus lebih dapat menghasilkan keputusan yang memuaskan semua pihak dan memberikan fondasi yang Lebih kuat untuk pembangunan masyarakat selanjutnya. Pendekatan ini juga merefleksikan komitmen tiap anggota masyarakat untuk mencapai suatu konsensus dan keinginan mereka untuk tidak menghalangi, namun mendukung pelaksanaan konsensus itu sendiri.

Pada dasarnya., konsensus berarti bekerja mengatasi perbedaaan pandangan atas suatu isu atau permasalahan, dan memastikan bahwa hasil konsensus memuaskan semua pihak meskipun memakan waktu yang sangat lama. Walaupun bagi orang-orang Barat yang modern pendekatan konsensus nampak terlalu dipaksakan dan tidak mungkin terwujud, namun perlu diingat bahwa model serupa telah digunakan selama berabad-abad oleh penduduk asli Australia Aborigin, dan penduduk asli Amerika Utara. Masyarakat suku Aborigin dan ash Amerika Utara (suku Indian) telah berhasil menjaga dan mempertahankan struktur masyarakat mereka lebih lama dan hidup dengan lebih memperhatikan sistem ekologi sekitarnya. Hal-hal positif dan diterapkannya konsensus dalam proses pengambihan keputusan karenanya, perlu dicerna dan dipelajari oleh masyarakat yang mengklaim dirinya sebagai masyarakat yang maju.

20. Kerja sama

Kedua prespektif ekologi dan pendekatan non-kekerasan menekankan pada perlunya struktur kerja sama dan pada struktur yang kompetitif. Kebanyakan struktur, proses dan institusi pada masyarakat modern dibangun berlandaskan pada nilai-nilai kompetisi mencakup sistem pendidikan, ekonomi, bisnis, lowongan pekerjaan, media, seth, rekreasi, dan perawatan kesehatan. Karenanya, pembangunan masyarakat yang berlandaskan prinsip ekologi dan non-kekerasan bertentangan dengan asumsi dasar pada kebanyakan institusi masyarakat modern. Pembangunan masyarakat karenanya harus berusaha untuk melawan arus dominasi etika berkompetisi, dan menunjukkan letak kesalahan terbesarnya yang berpegang pada asumsi yang kehini (Kohm, 1986). Karenanya, pembangunan masyarakat harus diupayakan untuk menciptakan struktur dan proses pembangunan alternatif, yang berhandaskan pada kerja sama ketimbang konflik. Salah satu altenatif adalah pengambilan keputusan secara konsensus yang juga mencakup terciptanya iklim kerja sama dalam bentuk yang bervaniasi (Craig 1993, Melnyk 1985, Macleod 1991, Morrison 1991; lihat juga bab 5) seperti kerja sama antar buruh/serikat buruh, serikat konsumen, serikat penyedia perumahan/developer, serikat pemerhati anak, dan pada tingkat yang lebih jauh, skema LETS.

Pada level terendah, pembangunan masyarakat dapat berupaya untuk menghasilkan proses kerja sama antar tiap lapisan masyarakat dalam kegiatan-​kegiatan berbasis masyarakat luas, dengan cara mengajak setiap orang atau dengan mencari cara untuk memberi imbalan atas sikap kerja sama baik individu maupun kelompok (dengan misalnya mengurangi tarif untuk perumahan masyarakat sipil. Bidang pariwisata juga dapat menekankan pada prinsip kerja sama daripada kompetisi. Petunjuk dalam mencari dana dapat mendorong baik prinsip kompetisi maupun kerja sama, tergantung pada kriteria dan sistem administrasi yang dianut (misalnya, bila kecerendungan dalam kebijaksanaan keuangan mengarah pada terwujudnya penawaran kerja sama dan berbagai kelompok masyarakat, maka pembangunan masyarakatnya akan cenderung mengarah pada kerjasama antar kelompok).

Kerja sama tidak terbatas pada komunitas sendiri saja, tetapi juga mendedikasikan kemungkinan kerja sama dengan komunitas atau masyarakat lain yang menghadapi masalah yang serupa. Kerja sama antar masyarakat memang sering diasumsikan mengarah pada terciptanya iklim kompetisi (contohnya pada sistem pendanaan pembangunan masyarakat), namun terbukti, kerja sama antar masyarakat pada jangka waktu yang panjang akan lebih menguntungkan. Prinsip kerja sama bahkan sangat penting untuk dapat dikembangkan ke tingkat intemasional yang kemudian akan mempertanyakan eksistensi sistem perdagangan dunia yang selama ini mendasarkan pada prinsip kompetisi antar satu negara dengan yang lain. Haruskah Australia benar-benar mencani pendekatan yang lebih kompetitif dalam berinteraksi dengan negara-negara tetangganya? Sesungguhnya, Keuntungan apakah yang akah diperoleh Australia? Siapakah yang akan menderita kekalahan bila kita kemudian menjadi pemenang? lmplikasi jangka panjang apa sajakah yang muncul akibat kompetisi serupa dalam hal konflik regional, perdamaian dunia, dan kesepahaman internasional? Pertanyaan​-pertanyaan diatas agaknya memang tak tersentuh dalam proses pembangunan masyarakat, namun sangatlah penting bagi kita untuk memahami implikasi dari iklim kompetitif dan untuk mulai menerapkan prinsip alternatif yang sesungguhnya sangat mudah dan potensial untuk diaplikasikan. Etos kerja yang berlandaskan prinsip kerja sama akan sangat mudah untuk membudaya di tingkat internasional, bila pada tingkat masyarakat terkecil telah tercipta pondasi yang kuat dalam mengaplikasikan prinsip tersebut pada tiap bidang kehidupan.

Perubahan yang terjadi dalam prose pembangunan masyarakat dapat merupakan perubahan yang menggunakan kekuatan, potensi dan sumber-sumber dari masyarakat sendiri akan tetapi dapat pula sebagai perubahan yang didorong oleh potensi  dan kekuatan dari luar. Dalam kenyataannya, sebetulnya jarang dijumpai suatu perubahan yang ada hanya bersumber dari salah satu diantara keduanya ; akan tetapi pada umumnya dipengaruhi baik oleh sumber dari dalam maupun dari luar. Perbedaannya terletak pada sumber mana yang lebih dominan. Pendekatan pembangunan masyarakat yang mengutamakan sumber, potensi dan kekuatan dari dalam biasa disebut dengan Self Help  Approach. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip menentukan nasib sendiri. Assumsi yang mendasarinya adalah bahwa masyarakat sendiri dapat menjadi pelaku yang sangat berarti sekaligus menjadi pengendali proses pembangunan. 
Hal ini disebabkan karena pada dasarnya setiap masyarakat mempunyai kemampuan dan potensi untuk berkembang atas kekuatan sendiri. Memang diakui, bahwa dalam masyarakat sering dijumpai berbagai hambatan bagi pengembangan potensi tersebut. Dengan demikian yang perlu dilakukan adalah menghilangkan hambatan tersebut dengan jalan membangkitkan kegairahan dan hasrat serta kepercayaan akan kemampuan sendiri yang kemudian yang kemudian diharapkan dapat menggairahkan hasrat swadaya baik pada tingkat perorangan, kelompok maupun masyarakat untuk memperbaiki nasip dan kondisi kehidupannya. 
Dalam jangka panjang , secara perlahan tetapi pasti  diharapkan dapat menghasilkan perubahan yang mendukung pembaharuan dalam seluruh lembaga, proses dan hubungan yang terdapat dalam masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik maupun kebudayaan. Melalui pendekatan ini, masyarakat sendiri yang :

1. menentukan apa yang menjadi kebutuhannya

2. menentukan sendiri apa yang harus dilakukan untuk memenuhinya

3. melaksanakan sendiri langkah yang sudah ditentukan

Walaupun demikian, pendekatan ini tetap mengakui pentingnya tehnologi dan ide-ide baru dari luar. Oleh sebab itu dengan pendekatan Self help tidak harus diartikan sebagai menutup pintu terhadap Intervensi dari luar. Intervensi dari luar tetap diperlukan sepanjang silakukan sebagai 

21. Partisipasi

Pembangunan masyarakat harus berupaya untuk mengoptimalkan partisipasi tiap anggota masyarakat untuk secara aktif ikut serta dalam proses dan kegiatan pembangunan masyarakat. Semakin banyak orang yang berpartisipasi secara aktif, semakin tinggi kemungkinan terciptanya proses pembangunan yang berlandaskan pada prinsip keterlibatan dan kepemilikan dari masyarakatnya.

Prinsip itu, tidak berarti bahwa tiap orang akan berpartisipasi dengan cara yang sama. Orang yang berbeda memiliki kemampuan, kapasitas dan kepentingan yang berbeda pula. Pembangunan masyarakat yang terencana dengan baik, akan memungkinkan keterlibatan masyarakat yang luas dalam berbagai bentuk, dan mengakui secara adil dan merata keterlibatan aktif semua pihak dalam proses terkait. Sering partisipasi diibaratkan dengan partisipasi aktif dalam proses utama bermasyarakat seperti pertemuan publik, kedudukan dalam kepengurusan aktif ataupun sebagai sukarelawan dalam kerja sosial. Partisipasi semacam itu memang penting, namun masih banyak bentuk-bentuk keikutsertaan yang lain seperti memasak, mengorganisir, menata musik, terlibat dalam kegiatan olahraga mengunjungi satu sama lain, berkebun, dan lain sebagainya. Semua orang dapat memberi konstribusi terhadap masyarakatnya, dan setiap bentuk keikutsertaan harus dihargai dan didukung tanpa membeda-bedakan satu sama lain.

Kelas gender dan ras/etuis perlu diperhatikan dalam hal partisipasi masyarakat. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kebanyakan bentuk-bentuk partisipasi tradisional yang sangat dihargai seperti keanggotaan sebagai pengurus masyarakat, pada umumnya dikarakterkan sebagai kedudukan orang-orang putih laki-laki, dan dan golongan kelas menengah. Sesungguhnya, karena itulah bentuk pantisipasi semacam itu dipandang lebih tinggi ketimbang bentuk partisipasi lainnya. Bila kita ingin menghapus struktur yang merugikan seperti adanya perbedaan kelas, ras dan gender, kita perlu mengupayakan terwujudnya tiga hal Pertama adalah memberi kesempatan dan mendukung orang lain untuk mempelajari kemampuan yang diperlukan dalam menduduki jabatan pengurus masyarakat (yang cenderung diasosiasikan kedudukan orang putih saja). Kedua mentbah kesan ekslusif yang melekat pada kedudukan semacam itu agar tiap orang dapat merasa bebas untuk berpartisipasi aktif. Dan yang ketiga, menghargai secara adil setiap bentuk partisipasi dengan memandangnya sebagai suatu kegiatan yang penting dan juga tergantung/terkait kepada bentuk partisipasi yang

22. Mendefinisikan kebutuhan

Konsep dan definisi kebutuhan telah didiskusikan di bab 3. Akan tetapi, sangatlah penting untuk menekankan pada perlunya definisi kebutuhan dalam pembangunan masyarakat, yang akan dibahas pada bagian ini. Untuk memulai, ada dua prinsip penting yang terkait dengan kebutuhan yang diidentifikasikan sebagai berikut.


Yang pertama, pembangunan masyarakat harus berupaya untuk mewujudkan tercapainya suatu kesepakatan antara berbagai pendefinisi kebutuhan yang telah dibahas pada bab 3 yang dikenal dengan populasi keseluruhan, konsumen, penyedia layanan dan peneliti. Meskipun terdapat perbedaan presepsi antara mereka, namun masih besar adanya kemungkinan bahwa kebutuhan tiap-tiap pihak akan terpenuhi dan bahwa berbagai pelaku akan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang saling bertabrakan satu sama lain. Aktivitas masyarakat karenanya, harus berusaha untuk menciptakan dialog yang efektif antara pencetus kebutuhan masyarakat dan melegitimasi peranan penting mereka dalam mengupayakan konsensus mengenai kebutuhan masyarakat. Pada kenyataannya, para pencetus/penggagas kebutuhan masyarakat ini sangat jarang berkomunikasi satu sama lain untuk membicarakan kebutuhan masyarakat. Misalnya saja, seberapa sering peneliti demografi melakukan ‘analisis kebutuhan’ dan seberapa sering konsumen-konsumen berdialog satu sama lain? Dan kalaupun mereka melakukannya akankan satu pihak akan memahami dan mau mengerti apa yang pihak lain kemukakan?

Prinsip kedua disamping pentingnya keberadaan penggagas kebutuhan masyarakat dan kelompok yang berbeda-beda adalah pendefinisian kebutuhan oleh masyarakat sendiri (anggota masyarakat terkait) yang harus dijadikan prioritas, sepanjang prinsip-prinsip ekologi dan keadilan sosial tidak diabaikan. Fokus terpenting dari diberlakukannya praktik sosial (Fay 1987) adalah mempertemukan tiap anggota masyarakat untuk berdialog agar mereka dapat mengartikulasikan kebutuhan ‘riil’nya dengan lebih baik (Marcuse 1964), dan bukannya meminta orang lain mendefinisikan kebutuhan mereka sendiri. Prinsip ini sangat penting apabila praktek aktivitas masyarakat dimaksudkan untuk diarahkan lebih demokratis, liberal dan tidak sebaliknya.

Pembangunan masyarakat memang dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk membantu masyarakat mengartikulasikan kebutuhannya dan kemudian bertindak atau berupaya agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Agar hal ini dapat terwujud, sejalan dengan prinsip ekologi dan keadilan sosial yang tidak boleh dilanggar, masyarakat sendiri harus memiliki dan mengkontrol proses dalam mendefinisikan dan menilai kebutuhannya sendiri.

Menjalin koneksitas

Pembahasan praktek atau realisasi dari prinsip-prinsip di atas mencetuskan satu aspek pemikiran yang sangat penting mengenai aktivitas masyarakat yaitu pentingnya menjalin koneksi, dan tidak berpikir atau mengatur proses atau struktur secara terpisah-pisah. Pentingya membangun jaringan akan menjadi fokus pembahasan bab ini, mencakup jaringan antara individu dan politik, antara tujuan sementara dan tujuan akhir, antara lokal dan global, antara keenam aspek dalam pembangunan masyarakat yang telah dibahas dalam bab 6 dan 7, antara berbagai prinsip yang berbeda itu sendiri, antara prinsip-prinsip diatas dengan diskusi awal tentang prespektif ekologi dan keadilan sosial.

Dalam berbicara mengenai prespektik bolistik sebagaimana dibahas pada bab 2, diperlukan telah terbentuknya jaringan-jaringan yang tersebut diatas, dan perlunya untuk menantang dualisme prinsip konvensional (Plumwood 1993). Sementara seorang pekerja masyarakat terlibat dalam aktivitas tertentu pada saat yang tertentu pula, sangatlah perlu baginya untuk menanamkan semua prinsip​-prinsip diatas dan prinsip koneksitas dalam tiap aktivitasnya. Sehingga, pekerja tersebut dapat senantiasa menempatkan aktivitas kerjanya dalam konteks prinsip-​prinsip di atas dan prinsip koneksitas secara luas. Karenanya, dalam beraktivitas ia akan selalu mempertimbangkan implikasi yang mungkin timbul.

Pembangunan masyarakat, karenanya, memerlukan setiap orang untuk selalu membangun jaringan. Ketidakmampuan untuk membangun koneksi karenanya, disebabkan oleh pandangan dunia yang mengacu pada pandangan Newtonian/Cartesian yang linear, yang telah menciptakan pandangan masyarakat satu dimensi, dan bertanggung jawab terhadap masalah-masalah ekologi dan keadilan sosial pada masyarakat modern dewasa ini. Pembangunan masyarakat harus menyediakan sebuah kerangka kerja yang memungkinkan terciptanya jaringan semacam ini,dan menyediakan proses-proses yang memungkinkan setiap orang melakukan hal yang sama. Apabila hal ini dapat terpenuhi, sebuah system yang lebih organik dan holistik akan mulai berkembang. Sistem semacam ini akan mempresentasikan sebuah altenatif radikal yang akan mempertanyakan keberadaan sistem sekarang ini. Dan pembangunan’ masyarakatlah yang akan berperan besar dalam melakukan perubahan dan mewujudkan tatanan sistem yang baru tersebut.
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